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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the influence and significant of labor agriculture 
sector and government expenditure agriculture sector either individually or together to Gross 
Domestic Product (GDP) agriculture sector in Indonesia. The method used in this research is 
Ordinary Least Square (OLS) for the period 1980-2013. The analysis technique used in this 
research is multiple linear regression testing normality test, the classical assumption 
(Multicollinearity, heterocedastity, autocorrelation and proceed with the analysis of OLS (Ordinary 
Least Square). Its become independent variables in this study were labor of agriculture sector 
and government expenditure of agriculture sector, while the dependent variable is the Gross 
Domestic Product (GDP) of agriculture sector. From the analysis conducted showed that the 
variables of labor in agriculture sector and government expenditure of agriculture sector  has a 
significant influence on the Gross Domestic Product (GDP) of agriculture sector. Labor of 
agriculture sector influence (+) positive to Gross Domestic Product (GDP) of agriculture sector 
and government expenditure of agriculture sector influence  (+) positive to Gross Domestic 
Product (GDP) of agriculture sector. 
Keywords: Gross Domestic Product (GDP) of  Agriculture Sector, Labor of  Agriculture Sector,  
Government Expenditure of Agriculture Sector. 
 

1.1.1 PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara agraris yang memberi konsekuensi pada perlunya 
perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh, oleh karena 
itu salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor 
pertanian. Indonesia merupakan negara pertanian yang artinya pertanian 
memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian 
nasional, hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja 
pada sektor pertanian. Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia. 
Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang 
besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk 
Indonesia, dan bila dilihat dari jumlah orang yang bekerja, maka sektor pertanian 
paling banyak menyerap tenaga kerja. Pengembangan bidang pertanian 
merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini 
tercermin dari kebijikan pemerintah dimana pertanian tetap ditempatkan pada 
prioritas utama. 
Perkembangan sektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat 
pesat baik pertanian rakyat maupun yang dikelola perusahaan. Ini disebabkan 



Jurnal Ekonomi-Qu Vol. 8, No. 1, April 2018 
(Jurnal Ilmu Ekonomi)  

67 

oleh sumberdaya alam (SDA) yang memadai dan jumlah penduduk (tenaga 
kerja) yang bekerja dalam sektor pertanian sangat banyak. Pemerintah 
mengusahakan agar tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara aktif 
di sektor pertanian agar petani dapat meningkatkan pendapatannya melalui 
peningkatan produksi. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan yaitu menganjurkan kepada masyarakat tani agar 
membudidayakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis lebih baik dari yang 
telah diusahakan oleh petani sebelumnya dan mengadakan penyuluhan kepada 
petani agar memiliki kemampuan bercocok tanam yang baik dan efisien. 
Menurut Tambunan dalam Amir (2011:3), setidaknya ada beberapa faktor yang 
bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi penting dalam proses 
pembangunan, yaitu sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang 
diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri, seperti industri 
tekstil, industri makanan dan industri minuman, sebagai negara agraris maka 
sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian pada 
tahap awal proses pembangunan. Populasi di sektor pertanian (pedesaan) 
membentuk suatu proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat 
besar bagi produk-produk dalam negeri, baik untuk barang-barang produksi 
maupun untuk  barang-barang konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan 
dengan hal tersebut, ketahahan pangan yang terjamin merupakan prasyarat 
kestabilan sosial dan politik, karena terjadi transformasi struktur dari sektor 
pertanian ke sektor industri, maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia 
faktor produksi (terutama tenaga kerja) yang besar bagi sektor non pertanian 
(industri) dan sektor pertanian Indonesia merupakan sumber daya alam yang 
memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan bangsa lain. Proses 
pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang 
memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain, baik untuk kepentingan 
ekspor maupun subtitusi impor. 
Indonesia merupakan negara berbasis pertanian dan merupakan penghasil 
tanaman pangan yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Predikat sebagai 
lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen 
tanaman pangan yang cukup potensial. Selain pertanian berbagai komoditi 
subsektor lainnya yang menjadi andalan yang dihasilkan oleh Indonesia. 
Terdapat beberapa komoditi pertanian Indonesia yang menjadi komoditi 
unggulan. Komoditi-komoditi tersebut dikelompokkan ke dalam 5 subsektor yang 
meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor 
perikanan, subsektor peternakan dan subsektor kehutanan. Pengembangan 
berbagai komoditi unggulan tersebut diharapkan mampu menciptakan kemajuan 
di sektor pertanian dan menunjang perekonomian Indonesia. 
Sektor Potensial atau sektor unggulan dalam ilmu ekonomi regional disebut pula 
dengan sektor basis. Pengertian sektor basis (unggulan) pada dasarnya harus 
dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik perbandingan dalam skala 
internasional, nasional maupun regional. Dalam kaitannya dengan lingkup 
internasional, suatu sektor dikatakan unggul apabila sektor tersebut mampu 
bersaing dengan sektor yang sama dari negara lain. Sedangkan dalam lingkup 
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nasional, menurut Wijaya (dalam Azhar, dkk, 2001, 2) suatu sektor dikatakan 
unggul jika sektor tersebut di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor 
sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar domestik atau nasional. Apabila 
sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan), maka sektor tersebut harus 
mampu mengekspor produknya ke daerah atau wilayah lain, sebaliknya apabila 
sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut 
harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain. Sehingga dapat dipahami 
bahwa suatu sektor basis (unggulan) adalah sektor yang memiliki keunggulan 
komparatif. 
Sektor pertanian Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang masih 
memiliki peranan penting bagi perekonomian bangsa, sehingga menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu negara yang mengekspor komoditi pertanian ke 
berbagai negara. 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam 
perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan 
teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk 
dan tenaga kerja, terutama tenaga kerja sektor pertanian dianggap sebagai 
faktor positif dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor 
pertanian. 
Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga 
produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan 
meningkatnya produksi yang berarti akan meningkatkan pula PDB. 
Dalam pertumbuhan ekonomi disuatu negara, tenaga kerja sektor pertanian 
memberikan andil yang besar bagi PDB sektor pertanian. Jumlah penduduk 
adalah salah satu faktor disuatu wilayah. Kenaikan jumlah penduduk dari waktu 
ke waktu mampu menjadi pendorong dan penghambat PDB. Besarnya jumlah 
penduduk akan menyebabkan besarnya tenaga kerja. Hal itu akan membuat 
kenaikan dalam jumlah barang yang diproduksi. Tetapi pada sisi yang lain 
besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan terhambatnya pembangunan 
ekonomi jika pertambahan jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan 
pertumbuhan angkatan kerja.  
Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 
tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat 
memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja 
mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 
2003). 
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses 
pembangunan disuatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih 
apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula 
perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. 
Masalah pertumbuhan bukan lagi merupakan hal yang mendasar tetapi yang 
lebih penting adalah memikirkan bagaimana PDB bisa menciptakan lapangan 
kerja. Dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti 
Indonesia, ketenagakerjaan merupakan masalah yang rumit dan lebih serius 
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daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang 
menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. 
Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia 
(2) sumber daya alam (3) pembentukan modal (4) teknologi. Pengeluaran 
pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran 
pemerintah diberbagai bidang seperti sarana dan prasarana. 
Todaro (2004:18) menyebutkan bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya 
untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan didalam upaya 
pengelolaan perekonomian nasional atau daerah. Melalui pengeluaran belanja 
pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut guna membiayai penyediaan 
berbagai fasilitas sosial yang enggan dilakukan oleh pihak swasta.  
Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran 
menyatakan bahwa Y=C+I+G+X-M. Formula ini dikenal sebagai identitas 
pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran 
agregat. Sedangkan variabel-variabel ruas kanan disebut permintaan agregat. 
Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (government expenditure). 
Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke 
waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam 
pembentukan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu dapat dianalisis 
seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. 
Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan PDB, pengeluaran 
pemerintah yang proposional akan meningkatkan PDB, pengeluaran pemerintah 
yang boros akan menghambat PDB. Tetapi pada umumnya pengeluaran 
pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ( Marganda dan 
Sirojulizam 2009). 
Darma Rika dan Susi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
pengeluaran pemerintah khususnya dalam pengeluaran investasi, berperan 
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sering dikatakan bahwa 
pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai salah satu penggerak 
utama (prime mover) dalam perekonomian, sehingga ketika perekonomian 
sedang mengalami kelemahan akibat adanya resesi ekonomi yang menyebabkan 
terjadinya penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan 
perekonomian, pemerintah melalui kebijaksanaan yang dimiliki dapat tampil 
menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui 
anggaran belanja defisit, atau sebaliknya. Dalam setiap sistem perekonomian, 
baik kapitalis atau sistem perekonomian sosialis pemerintah senantiasa 
mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. 
Apabila pengeluaran investasi swasta tidak dapat mendorong kenaikan pada 
Produk Domestik Bruto (PDB), maka pengeluaran pemerintah dapat 
menggantikannya (Nopirin, 2007:87). Keynes juga mengemukakan, investasi 
nyata (real investment) merupakan kunci utama untuk meningkatkan PDB, 
misalnya dalam proyek infrastruktur baru. Menurut Keynes investasi ini akan 
memberikan efek positif bagi penciptaan lapangan kerja dan selanjutnya 
menghasilkan kesejahteraan melalui multiplier effect (Arif Budiman, 2000:31). 
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Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang 
besar bagi pertumbuhan ekonomi, juga merupakan sumber kehidupan bagi 
sebagian besar penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani. 
Peranan pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat 
dalam sebuah pemerintahan sangat diharapkan untuk segera mencari jalan 
keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis 
sebagai upaya penanganan untuk meningkatkan PDB sektor pertanian di 
Indonesia. Faktor tanaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah 
sektor pertanian merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan 
perkembangannya, karena pengaruh dari kedua faktor tersebut sangat besar 
dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia. 
 
1.1.2 Tinjauan Literatur  
Peran sektor pertanian di samping sebagai sumber penghasil devisa negara yang besar bagi 
pertumbuhan ekonomi, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk 
Indonesia yang bekerja sebagai petani. Peranan pemerintah sebagai penyangga proses 
perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat diharapkan untuk 
segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan 
strategis sebagai upaya penanganan untuk meningkatkan PDB sektor pertanian di 
Indonesia. Faktor tanaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor 
pertanian merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan 
perkembangannya, karena pengaruh dari kedua faktor tersebut sangat besar dalam 
meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia. 

PDB merupakan nilai barang dan jasa yang di produksi di wilayah suatu negara tanpa 
membedakan kewarganegaraan pada suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian 
warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan ke dalam PDB. 
Sebagai gambaran PDB Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga 
negara asing (WNA) yang ada di Indonesia tetapi tidak diikutsertakan WNI di luar negeri 
(Herlambang, 2001:22).  

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar total output suatu negara. PDB merupakan 
nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode waktu tertentu oleh 
faktor-faktor produksi yang beralokasi dalam suatu negara (Case & Fair, 2007:21). 
Sedangkan menurut Sukirno (2011:34) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang 
dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga 
negara negara tersebut dan negara asing. 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas 
output barang dan jasa. Produk domestik bruto sering dianggapsebagai ukuran terbaik dari 
kinerja perekonomian. Angka PDB merangkum aktivitas ekonomi suatu negara dalam 
satuan mata uang pada periode tertentu (Mankiw, 2007:12). 

Definisi lain menyebutkan PDB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan 
jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah atau region dalam 
suatu periode tertentu. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai produksi bruto dari barang 
dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang dikeluarkan. 
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Produk Domestik Bruto diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai 
perkembangan ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional ini mempunyai 
ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Pada umumnya perbandingan kondisi 
antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya sebagai gambaran. Bank Dunia 
menentukan apakah suatu negara berada pada kelompok negara maju atau berkembang 
melalui pengelompokkan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama dengan total 
pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Herlambang, 2001:16). 

Menurut Simanjuntak (1998) tenaga kerja atau man power terdiri atas angkatan kerja dan 
bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri dari (1) golongan yang 
bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan 
angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah (2) golongan yang mengurus 
rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. 

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara 
ekonomis. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga 
kerjanya dan berhasil mendapatkan (employed) dan penduduk usia kerja yang menawarkan 
tenaga kerjanya tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan (unemployed), serta 
penduduk yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja (Haryani, 2002). 

Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau 
jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa 
jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi 
dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003). 

Menurut Mangkoesubroto (1999) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan 
pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang 
dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen untuk mengukur besarnya peran 
pemerintah maupun peran pihak swasta. Selain itu pengeluaran pemerintah dapat 
digunakan sebagai penentu jumlah pengeluaran agregat maupun penentu pertumbuhan 
GNP riil dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang maupun jasa 
dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu, konsumsi pemerintah dan investasi 
pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah 
pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsikan, seperti membayar gaji guru 
sekolah, membeli alat-alat tulis, dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk 
kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk 
membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi (Sukirno,2010). 

Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan 
perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut 
(Mangkoesubroto, 1999) mengapa peranan pemerintah semakin besar, disebabkan 
pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, 
rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum 
tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. 
Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (organic 
theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak 
terlepas dari anggota masyarakat lainnya. 
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1.1.3 Pengembangan Hipotesis 
Hubungan Antara Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik 
Bruto Sektor Pertanian 
Penduduk merupakan unsur penting dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan 
kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga 
kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, tenaga usahawan yang diperlukan untuk 
menciptakan kegiatan ekonomi. Disamping pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan 
bertambah dan makin kompleknya kebutuhan (Sadono Sukirno, 2010). 

Todaro (2004) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga 
kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. 
Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan 
pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. 
Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan 
penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari 
pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari 
pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian negara 
tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja 
tersebut. 

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya 
input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model 
sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja 
diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis (1954) dalam 
Todaro (2004) angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak 
dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah 
terbatas. Keadaan demikian, penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. 
Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada 
ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. 

 

Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk   
Domestik Bruto Sektor Pertanian 
Dumairy (2001) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran 
untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk 
menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan 
perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah 
harus menggerakan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang 
baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi 
tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui 
program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan 
masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, 
pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan 
ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi 
secara keseluruhan.  

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan 
atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan 



Jurnal Ekonomi-Qu Vol. 8, No. 1, April 2018 
(Jurnal Ilmu Ekonomi)  

73 

pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah 
bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 
perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD 
untuk daerah atau wilayah (Sadono Sukirno,2010). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah 
dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu 
pertumbuhan ekonomi. 

 

1.1.4 METODE PENELITIAN 
Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis PDB sektor pertanian Indonesia, jenis 
data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data PDB sektor 
pertanian, data jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan data pengeluaran pemerintah 
sektor pertanian. Data yang digunakan sebagai observasi adalah data time series yaitu data 
yang nilai variabelnya disusun menurut urutan waktu yaitu berupa data tahunan selama 34 
tahun, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 yang mewakili kawasan Indonesia. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yang 
menggunakan data time series yaitu data yang nilai variabelnya disusun menurut urutan 
waktu yaitu berupa data tahunan selama 34 tahun, dari tahun 1980 sampai dengan tahun 
2013 yang mewakili kawasan Indonesia. 

Persamaan ekonometrika dari model di atas adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

PDBagr =  Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian  

Lagr = Tenaga Kerja Sektor Pertanian  

GEagr = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian 

β0 = Konstanta 

β1,β2 = koefisien regresi variabel bebas 

µ = Term of error 

t = Unit time-series sebanyak t (t = Tahun 1980-2013) 

 

 

1.1.5 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil pengujian dari variabel penelitian yang ditetapkan, maka diperoleh nilai 
koefisien  sebagai berikut: 

 

 

SE = (20556.10) (0.000598) (0.587338) 

t-stat = (-7.072622) (14.43664) (13.78720) 
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Probabilitas = (0,0000) (0,0000)  (0,0000) 

F-stat = 472.2651 

Prob F-stat = 0,000000 

R2 = 0.971209 

 Hasil regresi berganda dengan hasil dimana variabel tenaga kerja sektor pertanian 
memiliki koefisien 0.008629  dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha yaitu 
0,0000 < 0,05 artinya tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif terhadap PDB 
sektor pertanian di Indonesia. Tenaga kerja sektor pertanian memiliki nilai koefisien yang 
bertanda positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 jiwa pada tenaga kerja sektor 
pertanian akan meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia sebesar 0.008629. 

 Hasil regresi berganda dengan hasil dimana variabel pengeluaran pemerintah sektor 
pertanian memiliki koefisien 8.097747 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 
αlpha yaitu 0,0000 < 0,05 artinya pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh 
positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Pengeluaran pemerintah memiliki nilai 
koefisien yang bertanda positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah pada 
pengeluaran pemerintah sektor pertanian akan meningkatkan PDB sektor pertanian di 
Indonesia sebesar 8.097747. 

 

Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap PDB Sektor Pertanian di 
Indonesia 

Tenaga kerja sektor pertanian sangat berperan penting bagi peningkatan PDB sektor 
pertanian. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien 
tenaga kerja sektor pertanian dengan PDB sektor pertanian adalah berbanding positif atau 
searah. Sesuai dengan hasil estimasi dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan 
bantuan program eviews8 menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja sektor pertanian 
memiliki hubungan yang berbanding searah dengan PDB sektor pertanian, yaitu jika tenaga 
kerja sektor pertanian meningkat maka PDB sektor pertanian akan naik. 

 Pada persamaan model regresi diperoleh nilai uji t untuk variabel X1 (tenaga kerja 
sektor pertanian) mempunyai nilai sebesar 0,0000 < 0,05 maka variabel X1 (tenaga kerja 
sektor pertanian) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (PDB sektor pertanian). Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja sektor pertanian 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dalam meningkatkan PDB sektor 
pertanian di Indonesia. 

Hal ini juga searah dengan Teori klasik Adam Smith. Teori ini menganggap bahwa 
manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. 
Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia 
yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. 

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme 
pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan semua 
sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). 
Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada 
pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama 
sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan 
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untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk 
memperkerjakan mereka lebih banyak.   

Pengaruh positif antara tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi 
sektor pertanian juga didukung dengan penelitian terdahulu oleh Arief Kurniawan (2008) 
yang berjudul ‘’Analisis Pengaruh PDB Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di 
Kabupaten Temanggung”. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tenaga kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Kabupaten 
Temanggung. 

 Pembuktian empiris penelitian terdahulu lainnya yaitu berasal dari Makmun dan 
Akhmad Yasin (2003) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja 
Terhadap PDB Sektor Pertanian di Indonesia”. Hasil penelitiannya variabel tenaga kerja 
berpengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. 

 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap PDB Sektor 
Pertanian di Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran 
pemerintah sektor pertanian  pada periode 1980 sampai dengan tahun 2013 berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Sesuai dengan hasil 
estimasi dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan bantuan program eviews8 
menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian memiliki hubungan 
yang berbanding searah dengan PDB, yaitu jika jumlah pengeluaran pemerintah sektor 
pertanian meningkat maka PDB sektor pertanian akan naik. 

 Pada persamaan model regresi diperoleh nilai uji t untuk variabel X2 (pengeluaran 
pemerintah sektor pertanian) mempunyai nilai sebesar 0,0000 < 0,05 maka variabel X2 
(pengeluaran pemerintah sektor pertanian) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 
(pertumbuhan ekonomi). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel 
pengeluaran pemerintah sektor pertanian mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 
dalam meningkatkan PDB sektor pertanian di Indonesia. 

Pengeluaran pemerintah untuk overhead sosial dan ekonomi memberikan kesempatan 
kerja, menaikkan pendapatan, dan lebih daripada semua itu, meningkatkan kapasitas 
perekonomian. Jika pemerintah mulai melaksanakan pekerjaan umum seperti 
pembangunan jalan raya, jalan kereta api, proyek pembangkit tenaga, terusan, dan 
sebagainya, hal itu akan memberikan pekerjaan kepada penganggur. Penyediaan seperti 
itu membantu meningkatkan produksi, perdagangan dan usaha bisnis. 

Menurut Jhingan (2003) peranan belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi 
terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan 
kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan 
pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong inisiatif dan usaha swasta, dan dalam 
mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian. 

Sesuai dengan teori Rostow dan Musgrave bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi 
digunakan guna memacu pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran investasi tersebut ditujukan 
untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, 
pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 
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Pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah terhadap PDB sektor pertanian juga 
didukung dengan penelitian terdahulu oleh Christi Stella Manoi (2015) yang berjudul 
“Analisis Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi 
Sulawesi Utara.’’. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah 
berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian. 

 

1.1.6 SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tenaga kerja sektor pertanian dan 
pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian parsial yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen (tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor 
pertanian) secara individu terhadap variabel dependen (PDB sektor pertanian) di 
Indonesia, dapat disimpulkan bahwa: 

a) Variabel tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB 
sektor pertanian di Indonesia. Artinya setiap kenaikan pada tenaga kerja sektor 
pertanian akan menyebabkan kenaikan pada PDB sektor pertanian di Indonesia dan 
sebaliknya, setiap penurunan pada tenaga kerja sektor pertanian akan menyebabkan 
penurunan pada PDB sektor pertanian di Indonesia. 

b) b. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap   PDB sektor pertanian di Indonesia. Artinya setiap kenaikan pada pengeluaran 
pemerintah sektor pertanian akan menyebabkan kenaikan pada PDB sektor pertanian 
di Indonesia dan sebaliknya, setiap penurunan pada pengeluaran pemerintah sektor 
pertanian akan menyebabkan penurunan pada PDB sektor pertanian di Indonesia. 

2. Berdasarkan hasil pengujian simultan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 
variabel independen (tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor 
pertanian) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (PDB sektor pertanian), 
dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran 
pemerintah sektor pertanian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
PDB sektor pertanian di Indonesia. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang berdasarkan hasil penelitian, adapun beberapa saran yang 
ingin disampaikan penulis, sebagai berikut: 

1. Saran Bagi Guna Laksana : 

a) Sektor pertanian masih tetap merupakan sumber kesempatan kerja yang potensial. 
Upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja perlu terus 
dilakukan antara lain melalui perbaikan sistem pengupahan, mobilitas dan informasi 
tenaga kerja, serta pengembangan agroindustri dan kesempatan kerja di luar sektor 
pertanian. Kontribusi tenaga kerja dinilai menentukan kinerja usaha tani padi yang 
bersifat padat tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja dan peningkatan upah secara 
tidak terkendali perlu dicegah. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh 
tani, perlu diupayakan peningkatan bagian harga yang diterima petani dan 
pengendalian harga barang konsumsi dan sarana produksi. Bagi rumah tangga buruh 
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tani, di samping perlu mempertahankan tingkat upah yang wajar, juga diperlukan 
upaya yang bersifat inklusif dan integratif dalam peningkatan kesejahteraannya. 

b) Peran pengeluaran pemerintah khususnya dalam sektor pertanian memiliki pengaruh 
positif terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Untuk itu diharapkan 
pengeluaran pemerintah sektor pertanian perlu untuk ditingkatkan. Disarankan bagi 
pemerintah agar pengeluaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan 
efisien, dengan mengutamakan pembiayaan ke arah peningkatan dan pemeliharaan 
pada sektor pertanian guna menunjang kelancaran kegiatan ekonomi khusnya pada 
PDB sektor pertanian. 

2. Saran Bagi Pengembangan Ilmu: 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan literatur bagi peneliti yang 
akan melakukan penelitian terkait tentang pengaruh dari tenaga kerja sektor 
pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDB sektor 
pertanian di Indonesia. 

b) Penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan pengembangan-pengembangan 
model maupun metode analisis, serta menambahkan variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi PDB sektor pertanian di Indonesia dengan harapan dapat lebih 
memperkaya isi dan cakupan penelitian. 

c) Keterbatasan jumlah variabel pada penelitian ini yang hanya menggunakan dua 
variabel bebas dan satu variabel terikat, hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk dapat menambah variabel lain yang memengaruhi PDB sektor 
pertanian di Indonesia dengan harapan dapat lebih memperkaya isi dan cakupan 
penelitian. 
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